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Abstrak 
  _________________________________________ 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan 

Langsung Tunai Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten 

Bonebolango Pada Mas Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan 

Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana 

dilihat dari 4 indikator di antaranya adalah (1) komunikasi, antara pemerintah desa 

dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Karena tujuan dalam 

pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. (2) Sumber 

Daya, mengenai  pencairan dan penyaluran di Desa Bongoime dilakukan terlebih 

dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai 

agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. (3) 

Disposisi, dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait 

dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan 

sudah jelas. (4) Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran 

bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting 

adalah kaur keuangan yang ditangung jawabkan untuk program ini. Adapun 

Kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime yaitu : 

Pada Tahap Persiapan dan Pada Tahap Pelaksanaan atau Penyaluran. 

 

PENDAHULUAN  

Tahun 2019 kemarin, dunia di kejutkan dengan adanya pandemi yang melanda 

seluruh belahan negara tak terkecuali Indonesia.Virus corona ini atau covid-19 pertama 

kali muncul dan di umumkan pada tahun 2019 di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. 

Kasus ini terus berkembang hingga mengakibatkan kematian.Tepat pada awal tahun 

2020 WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi.Adanya pandemi covid-19 yang 
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melanda Indonesia ini seketika telah merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi 

krisis ekonomi.Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah memberikan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi 

ini. 

  Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan 

dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain 

tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik 

secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah 

desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan 

kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam 

pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan 

masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses 

penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian 

BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Smeru Research Institute, 2013), sehingga dalam beberapa 

kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu 

(Rosfadhila et al., 2011). 

  Permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut 

tidak bisa dipahami sebagai masalah sektoral yang secara aksidental terjadi di daerah 

tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu 

proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa secara menyeluruh dalam lingkup 

nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa 

mampu diminimalisir oleh pemerintah melalui perbaikan instrument kebijakan 

pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji 

BLT Dana Desa yang dilakukan di berbagai daerah akan mampu mengkonstruksikan 

pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa. 

  Permasalahan BLT Dana Desa apabila dikaji dalam perspektif kebijakan publik 

makamenunjukan adanya implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana 

tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi 
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indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspons 

oleh pemerintah (Tachjan, 2008; Akib, 2010). 

  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk 

penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas 

sistem keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut masyarakat miskin di 

Desa berhak untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai yang bersumber dari dana 

Desa. Hal tersebut juga diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020, aturan ini merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

kepada penduduk miskin di Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan 

bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan 

yang rentan terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19 . Bantuan ini hanya 

diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari 

skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 

Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja. 

  Besaran pengalihan dana untuk program ini beragam, tergantung pada besar total 

dana masing-masing desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan 

untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) 

bulan dan Rp.300.000 setiap bulan berikutnya.BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Di dalam 

Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan 

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020.Untuk menghindari penyimpangan dalam penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai maka pemerintah menetapkan syarat-syarat yang menunjukkan bahwa 

penerima benar-benar pantas menerima Bantuan Langsung Tunai. Syarat-syaratnya 

antara lain : 

1. Masyarakat penerima BLT para pelaku usaha UMKM dan kepada masyarakat yang 

terkena PHK. 

2. Tidak mempunyai Kartu Sembako atau Kartu Pra Kerja. 



JAMBURA Journal Civic Education , Vol. (3 ) (1), (Mei) (2023)| 214 

 

 

3. Masyarakat terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. 

4. Mempunyai penyakit kronis. 

5. Masyarakat yang terdampak Covid-19. 

6. Masyarakat yang kurang mampu. 

7. Masyarakat yang kehilangan pencaharian. 

  Lima sumber yaitu Bantuan Kementrian Sosialberupa Bantuan Sosial Tunai (BST), 

Bantuan Presiden berupa non tunai (sembako), BantuanGubernur berupa non tunai 

dan/atau tunai, Bantuan Bupati berupa Bantuan Sosial Tunai (BST),dan Bantuan Dana 

Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun seiring berjalannyaprogram 

tersebut di lapangan ternyata tak sesuai ekspektasi, dana bantuan 

sosialterutamabantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tak sesuai harapan 

masyarakat karena bantuandana desa tersebut dianggap salah sasaran atau tidak tepat 

sasaran.  

  Syarat di atas telah di atur dalam ketentuan Mentri Desa PDTT.Namun fakta 

lapangan mengatakan meskipun penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah diatur dan 

ditetapkan sesuai aturan yang berlaku masih ada saja permasalahan-permasalahan yang 

terjadi. Seperti yang terjadi di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten 

Bonebolango, masyarakat yang tergolong mampu dan mempunyai pencaharian tetapi 

mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, kendati hal ini tidak diperbolehkan jika mengacu 

pada ketetapan penerima BLT. 

  Sesuai dengan pernyataan diatas maka dari itu kami tertarik untuk menulis jurnal 

ilmiah tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Bongoime 

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana menurut Bogdan dan 

Taylor (dalam Moleong 2018: 38) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandanganya sebagai bagian 

dari sesuatu keutuhan. Lebih lanjut Pendekatan penelitian kualitatif ini menurut Lincoln 

dan Egon (dalam Mayang 2018 : 40) pendekatan penelitian kualitatif dapat dicirikan 
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dengan karakteristik yang natural, deskriftif. Dalam artian natural maksudnya adalah 

pendekatan kualitatif ini melakukan penelitian pada latar belakang alamiah atau pada 

konteks dari suatu keutuhan (entiny). 

 Dengan demikian metode kualitatif deskriftif ini dapat diartikan sebagai sebuah 

metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan yang 

kemudain disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan fokus dan 

lokasi penelitian.Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode kualitatif 

deskriptif untuk menggambarkan dan meengungkap bagaimana implementasi 

pemerintahan desa dalam penyaluran batuan langsung tunai dan desa (BLT-DD) 

ditengah pandemi covid-19 dengan lokasi penelitian di desa Bongoime kecamatan 

Tilongkabila kabupaten Bonebolango. 

 

HASIL PENELITIAN 

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bongoime pada 

masa pandemi covid 19 

Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan 

kebijakan yang diambil, sebab implementasi menjadi faktor yang dapat menentukan 

tercapai atau tidaknya kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan. Tahapan 

pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan 

yang sudah ditetapkan. Sehingganya implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa 

Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti 

dalam masyarakat.Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam 

Implementasi Kebijakan. Keempat indikator ini berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu 

atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini: 

1. Komunikasi 

Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan 

baik karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat 

sasaran. 

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Simson Panigoro selaku Kepala Desa 

Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:  
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“Dengan adanya BLT ini tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dari virus 

corona dari segi ekonomi.Karena seperti yang kita ketahui pada saat terjadi pandemi 

itu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan.Jadi tentu ini sangat 

berpengaruh pada masyarakat termasuk masyarakat yang ada di Desa Bongoime 

ini.Jadi adanya Bantuan Langsung Tunai ini ya karena membantu masyarakat yang 

terkena dampak virus corona.Jadi ini ujung-ujungnya mengenai kesejahteraan 

masyarakat.Adapun sasaran dari program BLT ini adalah masyarakat yang 

memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.” 

 Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito 

selaku Kaur Keuangan Desa Bongoime, dikatakan bahwa: 

“Tujuan Bantuan Langsung Tunai ini dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi 

masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Bongoime yang merasakan dampak dari 

adanya virus corona.Apalagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Karena pada 

saat virus corona melanda kita kemarin itu kan pernah dikeluarkan kebijakan yang 

namanya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Nah tentunya ini 

mempengaruhi masyarakat karena membatasi ruang gerak mereka untuk 

beraktivitas termasuk melakukan pekerjaannya.Kalau mengenai sasaran penyaluran 

bantuan langsung tunai ada kriteria-kriterianya seperti masyarkat yang kehilangan 

pekerjaan dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi, dan lain-lain.” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara 

pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam 

pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran.    

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam 

mengimplementasikan kebijakan agar berhasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuAmina Misali selaku Sekretaris Desa 

Bongoime, disampaikan: 

“Dalam pelaksanaan program BLT dari segi pencairan dan penyalurannya itu ada 

tahap-tahapnya ya. Jadi pertama-tama kita lakukan sosialisasi dulu kepada 

masyarakat mengenai program BLT ini.Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk 

mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima 
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bantuan. Nah kalau sudah dilakukan verifikasi maka akan ada pembagian kartu BLT 

kepada masyarakat penerima BLT dari pemerintah desa. Kalau sudah dibagikan 

kartu BLT maka masyarakat hanya tinggal menunggu saja waktu pencairannya. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Lisna Fitri D. Hilipito 

selaku Kaur Keuangan, disampaikan bahwa: 

“Kalau terkait dengan pencairan ataupun penyaluran program BLT ini yang jelas kita 

melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat.Supaya masyarakat bisa paham 

mengenai program Bantuan Langsung Tunai ini.Kemudian dilakukan juga verifikasi 

kepada masyarakat-masyarakat yang terkafer sebagai penerima BLT. Selain untuk 

pengecekan kelayakan masyarakat yang akan menerima bantuan, proses verifikasi 

ini juga kami lakukan supaya kami bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak 

punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya 

KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Setelah 

dilakukan verifikasi, maka selanjutnya adalah pemberian kartu BLT.Kalau 

masyarakat sudah menerima kartu BLT maka tinggal menunggu waktu atau 

informasi mengenai pencairan uangnya.Kalau untuk pencairannya di Desa Bongoime 

ini pada masa pandemi covid itu dilakukan per 3 bulansebanyak Rp. 300.000/bulan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia dalam proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa 

Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program 

Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan 

Langsung Tersebut. 

3. Disposisi 

Disposisi merupakan sifat serta ciri yang dipunyai oleh implementor, semacam 

komitmen, kejujuran, dan watak demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi 

yang baik, hingga implementor  tersebutdapat melakukan kebijakan dengan baik pula 

cocok dengan apa yang di idamkan oleh pembuat kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Amina Misali selaku Sekretaris Desa 

Bongoime, disampaikan bahwa: 

“Mengenai pelaporan pertanggungjawaban tentunya dari pemerintah desa itu dibuat 

ya dek. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya 

ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Karena 
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kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban seperti ini dari pihak 

inspektorat itu datang ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar 

kita sudah menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat.Dan itu dilihat 

satu persatu dan dicocokkan juga tandatangan penerima.” 

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito 

selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa: 

“Dalam setiap pelaksaanaan suatu program apalagi program yang menyangkut 

dengan program yang didanai oleh dana desa seperti program bantuan langsung 

tunai ini pastinya harus ada laporan pertanggungjawabannya. Kami selaku 

pemerintah Desa Bongoime pastinya membuat pelaporannya dengan jelas ya.Karena 

memang sudah seharusnya seperti itu.Jadi kami mendata siapa saja masyarakat yang 

sudah menerima bantuan ini.Karena ini sebagai bukti bahwa memang pemerintah 

desa sudah melakukan program ini dengan semestinya dan memang benar-benar 

dana nya diberikan kepada masyarakat.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi mengenai 

pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi yakni struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan. Struktur birokrasi ialah pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. 

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Simson Panigoro, SE selaku Kepala 

Desa Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:  

“Pemerintah desa semua terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Langsun Tunai namun 

yang paling penting itu kasi keuangan atau ketua pengurus BLT karena dia yang 

ditangung jawabkan untuk program ini.” 

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito 

selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa: 

“Untuk pengurus semua staf aparat desa bongoime terlibat dalam pelaksanaan 

penyaluran bantuan langsung tunai termasuk setiap kepala dusun ikut membantu 

dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini”. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi 

sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat 

desa terlibat namun yang berperan penting adalah kaur keuangan yang ditangung 

jawabkan untuk program ini. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai  (BLT) Di Desa Bongoime pada 

masa pandemi covid 19 

Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan 

kebijakan yang diambil, sebab implementasi menjadi faktor yang dapat menentukan 

tercapai atau tidaknya kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan. Tahapan 

pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan 

yang sudah ditetapkan. Sehingganya implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa 

Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti 

dalam masyarakat.Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam 

Implementasi Kebijakan. Keempat indikator ini berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu 

atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini: 

1. Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah 

desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan 

program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, implementasi kebijakan yang 

menjadi tujuan dari program Bantuan langsung Tunai adalah membantu masyarakat 

yang terkena dampak dari pandemi covid dari segi ekonomi.Karena seperti yang kita 

ketahui bahwa pada saat terjadi pandemi covid banyak masyarakat yang kehilangan 

pekerjaan.Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan bahwa tujuan program 

Bantuan Langsung Tunai adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena 

dampak dari pandemi covid.Hal ini dikarenakan pada saat pandemi tersebut pernah 

dikeluarkan kebijakan yang namanya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala 

Besar.Tentunya kebijakan ini mempengaruhi masyarakat karena membatasi ruang gerak 

mereka dalam melakukan pekerjaannya. Jadi hadirnya program Bantuan Langsung Tunai 

ini adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat termasuk dalam hal ini masyarakat 
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Desa Bongoime yang merasakan dampak dari pandemi covid. Adapun masyarakat yang 

menjadi sasaran dari program BLT ini adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria 

yang sudah ditetapkanmasyarkat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat miskin 

yang terdampak pandemi, dan lain-lain. 

 

2. Sumber Daya 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia menjadi penentu tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan bantuan 

langsung tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, 

pada masa pandemi covid-19. Proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program 

Bantuan Langsung Tersebut. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi kepada 

masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengecek 

apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima bantuan. Proses 

verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang 

tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya 

KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Setelah itu 

dilakukan juga pembagian kartu BLT oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima 

Bantuan Langsung Tunai.Jika kartu BLT sudah dibagikan, maka masyarakat hanya tinggal 

menunggu waktu pencairannya saja. 

3. Disposisi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi mengenai peloparan 

pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. Karena program BLT ini 

anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban 

mengenai hal ini dan itu harus jelas. Hal ini juga turut disampaikan oleh salah satu 

narasumber bahwa dalam setiap pelaksaanaan suatu program apalagi program yang 

menyangkut dengan program yang didanai oleh dana desa seperti program bantuan 

langsung tunai ini pastinya harus ada laporan pertanggungjawabannya. Karena kalau 

sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang 

ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar pemerintah desa sudah 
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menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat.Dan itu dilihat satu persatu dan 

dicocokkan juga tandatangan penerima.Jadi pemerintah desa mendata siapa saja 

masyarakat yang sudah menerima bantuan ini. Karena ini sebagai bukti bahwa memang 

pemerintah desa sudah melakukan program ini dengan semestinya dan memang benar-

benar dana nya diberikan kepada masyarakat. 

4. Struktur Birokrasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah cukup 

baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat 

namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertanggungjawab 

pada program ini.  

Menurut Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan 

bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk 

pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem 

administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan 

Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango 

Pada Masa Pandemi Covid-19” di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime dilihat dari 

komunikasi belum terlaksana dengan baik. Karena dalam pelaksanaan program Bantuan 

Langsung Tunai tidak tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan program 

Bantuan Langsung juga belum tercapai. Kedua indikator sumber daya mengenai  

pencairan dan penyalurandi Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham 

mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. Setelah itu, akan dilakukan proses 

verifikasi kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai 

untuk mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima 

bantuan. Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada 

masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan 

yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. 

Ketiga indikator Disposisi dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa 
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terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan 

sudah jelas. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya 

ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Karena kalau 

sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang 

ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar pemerintah desa sudah 

menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat. Dan yang keempat indikator 

Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung 

tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan 

Keuangan yang bertanggungjawab pada program ini. 
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